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BAB III 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

Kejahatan penerbangan terutama yang didalamnya terdapat unsur-

unsur kejahatan seperti yang di atur di dalam Konvensi Tokyo 1963, 

Konvensi Den Haag 1970 dan Konvensi Montreal 1971, dengan 

mengingat sifat dan ciri penerbangan internasional, tindakan dan 

kejahatan penerbangan tersebut adalah merupakan tindakan terorisme. 

Akan tetapi tidak semua kejahatan penerbangan dapat dikategorikan 

sebagai kejahatan terorisme. Oleh karena itu untuk dapat menentukan 

suatu kejahatan penerbangan merupakan tindak pidana terorisme atau 

bahkan harus dicermati terlebih dahulu apakah kejahatan yang 

dilakukan ada unsur tindak pidana terorisme atau hanya merupakan 

tindak pidana biasa. 

B. Saran 

Indonesia saat ini memiliki dua peraturan hukum yang 

substansinya sama mengenai kejahatan penerbangan, yaitu yang 

terdapat dalam Pasal 479 KUHP dan yang terdapat dalam Pasal 8 

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang  Kejahatan 

Penerbangan Tindak pidana terorisme, hal ini akan menimbulakan 

bentrokan peraturan hukum mana yang akan digunakan apabila terdapat 

kasus yang berkaitan dengan tindak pidana terorisme khusunya dalam 

penerbnagan tersebut. Oleh karena itu perlu dilakukan amandemen 
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terhadap Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang 

pemberantasan tindak pidana terorisme dan di dalam merumuskannya 

harus lebih cermat lagi karena latar belakang terbentuknya Undang - 

Undang Nomor 15  tahun 2003 tersebut sebagai akibat desakan 

internasional kepada pemerintah Indonesia untuk segara membentuk 

peraturan mengenai tindak pidana terorisme. 
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PeraturanPerundang–Undangan : 

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah di 

amandemen. 

Undang-undang No 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Terorisme Di Indonesia 

Konvensi Tokyo 1963Pasal1 ayat 1 : “This Convention shall apply in respect 

of: Offences against penal law ,Acts which, whether or not they are 

offeces, may or do jeopardize the safety of aircraft or persons or 

property or which jeopardize good order and discipline on board.” 

Konvensi Den Haag 1970Pasal 1 “Any person who on board an aircraft 

inflight:Unlawfully, by force on threat thereof, or by any other form 

of intimidation, seizes, or exercises control of, that aircraft, or 

attempts to perform any such act, or, Is an accomplice of person who 

performs or attempts to perform any such act.” 

Konvenasi Montreal 1971 Pasal 1 ayat 1 dan 2 :“Any person commits an 

offences if he unlawfully and intentionally, “Any person also 

commit an offence if he: 
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